ABSTRAK

Pengemis merupakan masalah sosial kompleks yang mencerminkan kemiskinan
struktural dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Kabupaten Aceh Timur dengan tingkat kemiskinan mencapai 13,26% atau sekitar
60.860 jiwa menghadapi permasalahan pengemis yang semakin marak di berbagai
titik strategis seperti lampu merah, pasar, dan pusat keramaian. Meskipun berbagai
program penanganan telah dijalankan melalui Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun
2020 serta kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial, jumlah pengemis belum
menunjukkan penurunan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
collaborative governance dalam mengatasi permasalahan pengemis di Kabupaten
Aceh Timur serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan
kerangka collaborative governance dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penanganan
pengemis di Aceh Timur belum berjalan efektif. Kolaborasi yang terjadi hanya
sebatas koordinasi sederhana dalam bentuk penyerahan gepeng dari Satpol PP ke
Dinas Sosial, kemudian dikarantina singkat dan dipulangkan ke kampung asal tanpa
program pembinaan dan pemberdayaan berkelanjutan. Faktor pendukung meliputi
kesadaran Satpol PP akan keterbatasan kewenangannya, inisiatif pelibatan pihak
sekolah, serta kepedulian masyarakat yang masih mau melapor. Faktor penghambat
yang dominan dan bersifat struktural meliputi keterbatasan sarana, anggaran, dan
program pembinaan; lemahnya komunikasi dan koordinasi antar instansi; serta
rendahnya partisipasi masyarakat akibat tidak adanya umpan balik, keberadaan
gepeng pendatang lintas wilayah, indikasi sindikat, dan tidak dilibatkannya tokoh
agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan pengemis di Aceh Timur
memerlukan komitmen politik, alokasi anggaran, pembangunan fasilitas
rehabilitasi, pembentukan forum koordinasi formal, serta pelibatan tokoh agama
dan masyarakat secara terstruktur agar collaborative governance dapat berjalan
efektif dan berkelanjutan.
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